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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tahun 2018 

dapat diselesaikan dengan baik dan lancar mengacu pada rencana strategis 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tahun 2015-2019. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 

IA Khusus tahun 2018 ini merupakan laporan yang menggambarkan 

pencapaiaan kinerja berdasarkan capaian yang telah dilakukan atas 

perbandingan antara Target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 

dengan Realisasi Kinerja. 

Dalam Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus 

tahun 2018 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas 

Keuangan selama tahun 2018. 

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA 

Khusus tahun 2018 diharapkan mampu menjadi alat ukur dan media 

komparasi para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kinerja 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tahun 2018. 

Sudah barang tentu dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas IA Khusus ini masih terdapat kekurangan, oleh karena 

itu perhatian pembaca sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi positif 

guna kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat 

dan dapat memacu kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus di 

masa yang akan datang. 

 

Bandung, 2 Januari 2019 

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG 
KELAS IA KHUSUS 

 

 

 Edison M., S.H., M.H.  
NIP. 19620325 198803 1 003 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sebagai penyelenggara 

kekuasaan kehakiman di daerah dan Pengadilan pertama di Instansi 

Mahkamah Agung RI turut serta menjunjung tinggi visi Lembaga Peradilan 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dengan misi: 

• Menjaga kemandirian Badan Peradilan; 

• Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan; 

• Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan; 

• Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Perdilan. 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus diharapkan mampu 

memberikan kontribusi guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke 

depan, terutama dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana, Perdata, PHI dan 

Tipikor di tingkat pertama. 

Sebagai Instansi pemerintah berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Serta 

peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun 

kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk Itulah Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas IA Khusus Menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

3. Peraturan Menteri PAN & RB nomor 53 tahun 2018 tenang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri PAN & RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 



Halaman | 2 
 

C. Isu Strategis (Strategic Issue) 

Adapun Isu Strategis pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA 

Khusus selama tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Perbaikan sistem tata kerja, ruang lingkup kerja dan peningkatan 

sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bandung; 

2. Penguatan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi pejabat struktural 

dan fungsional pada Pengadilan  

3. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem 

pengadilan dan akses publik. 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus merupakan lingkungan 

peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Bandung Kelas 

IA Khusus sebagai Pengadilan tingkat pertama Mahkamah Agung, bertugas 

dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara yang masuk di tingkat pertama. Berikut ini adalah struktur organisasi 

dan uraian tugas pokok serta fungsi sesuai dengan Peraturan Ketua 

Mahkamah Agung (PERMA) nomor 7 tahun 2015 : 
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NIP : 19620325 198803 1 003 

NAMA : Edison M., S.H., M.H. 

PANGKAT : Pembina Utama Madya 

JABATAN : Ketua Pengadilan 

 

 

NIP : 19611201 198103 1 001 

NAMA : Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum. 

PANGKAT : Pembina Utama Muda 

JABATAN : Wakil Ketua Pengadilan 

 

 

NIP : 19650415.198503.1.006 

NAMA : Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H. 

PANGKAT : Pembina TK I 

JABATAN : Panitera 

 

 

NIP : 19590802 198903 2 001 

NAMA : Lilis Setiawati, S.H., M.H. 

PANGKAT : Pembina TK I 

JABATAN : Sekretaris 
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NIP : 19640815 199003 1 002 

NAMA : Saepudin, S.H. 

PANGKAT : Penata TK I 

JABATAN : Kepala Bagian Umum 

 

 

NIP : 19660715 199203 1 002 

NAMA : Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H. 

PANGKAT : Pembina 

JABATAN : Panitera Muda Perdata 

 

 

NIP : 19690103 198903 1 002 

NAMA : Iyus Yusuf, S.H., M.H. 

PANGKAT : Pembina 

JABATAN : Panitera Muda Pidana 

 

 

NIP : 19651206 198502 2 001 

NAMA : Hj. Tri Mulyani, S.H., M.H. 

PANGKAT : Pembina 

JABATAN : Panitera Muda Hukum 
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NIP : 19600109 199103 1 003 

NAMA : Mochamad Tiere, S.H., M.H. 

PANGKAT : Pembina 

JABATAN : Panitera Muda Tipikor 

  

 

NIP : 19610911 198502 2 001 

NAMA : Tina Rofiana, S.H. 

PANGKAT : Penata TK I 

JABATAN : Panitera Muda PHI 

  

 

NIP :  19830208 201101 1 009 

NAMA : H. Ahmad Halimuddin, ST. 

PANGKAT : Penata Muda Tk I 

JABATAN : 
Kepala Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi 

dan Pelaporan 

  

 

NIP : 19670302.199303.2.002 

NAMA : Hj. Khusnul Khotimah, S.H.,M.H. 

PANGKAT : Penata TK I 

JABATAN : Kepala Sub. Bag. Umum dan Keuangan 
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NIP : 19601210 199003 1 002 

NAMA : Wawan Setiawan, S.H. 

PANGKAT : Penata TK I 

JABATAN : 
Kepala Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana 

 

1. Ketua 

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab 

atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. 

- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu 

oleh Wakil Ketua Pengadilan. 

- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan 

untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pengadilan. 

- Menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara. 

- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar 

dan seksama. 

 

2. Wakil Ketua 

- Membantu ketua menyiapkan dan membuat program kerja jangka 

panjang dan mengelola pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 

- Mewakili Ketua bila berhalangan 

- Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua 

- Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah 

pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja 

dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan 

tersebut kepada Ketua 

 

3. Hakim 

- Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

panjang dan jangka pendek serta pengorganisasiaannya 
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- Melakukan pengawasan pada bagian-bagian sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua 

- Melakukan pengawasan dan pengamatan (Kimwasmat) terhadap 

pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Permasyarakatan dan 

melaporkannya kepada Ketua 

 

4. Panitera 

- Pelaksanaan kordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis 

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata 

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana 

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus 

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajiaan data 

perkara dan transparansi perkara 

- Pelaksanaan keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, 

minutasi, evaluasi dan adminstrasi kepaniteraan 

- Pelaksanaan mediasi. 

- Pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Dengan membawahi : 

1) Kepaniteraan Muda Perdata 

2) Kepaniteraan Muda Pidana 

3) Kepaniteraan Muda Khusus TIPIKOR 

4) Kepaniteraan Muda Khusus PHI 

5) Kepaniteraan Muda Hukum 

6) Panitera Pengganti 

7) Jurusita /Jurusita Pengganti 

 

5. Sekretaris 

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program 

anggaran 

- Pelaksanaan urusan kepegawaiaan 

- Pelaksanaan urusan keuangan 

- Penyiapan bahan pelaksanaan penataaan organisasi dan tata laksana 

- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik 
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- Pelaksanaan urusan surat meyurat, arsip, perlengkapan, rumah 

tangga, keamanan, Keprotokolan, hubungan masyarakat dan 

perpustakaan 

- Penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan. 

Dengan membawahi : 

1) Kepala Bagian Umum 

a) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

b) Sub Bagian Kepegawaiaan, Organisasi dan Tata Laksana 

c) Sub Bagian Umum dan Keuangan 

2) Fungsional Arsiparis 

3) Fungsional Pustakawan 

4) Fungsional Pranata Komputer 

5) Fungsional Bendahara 

 

6. Kepala Bagian Umum 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, 

program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi 

dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat 

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, 

hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan 

Pengadilan yang meliputi: 

- Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;  

- Pelaksanaan urusan kepegawaian;  

- Pelaksanaan urusan keuangan;  

- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;  

- Pengelolaan teknologi informasi dan statistik;  

- Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;  

- Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;  

- Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;  

- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan  

- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi 

serta pelaporan. 
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7. Panitera Muda Perdata 

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara perdata;  

- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;  

- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan 

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;  

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus 

dan diminutasi;  

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para 

pihak yang tidak hadir;  

- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, 

kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;  

- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;  

- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya 

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi 

putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;  

- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;  

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;  

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap;  

- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;  

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan  

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

- Membantu Hakim dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang pengadilan. 

- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di 

Kepaniteraan. 

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai 

catatan singkat tentang isinya. 

- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara 

apabila memintanya. 

- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau 

Peninjauan Kembali. 

- Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 
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8. Panitera Muda Pidana 

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara pidana; 

- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;  

- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan 

pemberitahuan kepada termohon; 

- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan 

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;  

- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan 

penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;  

- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin 

penyitaan dari penyidik;  

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus 

dan diminutasi;  

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para 

pihak yang tidak hadir;  

- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, 

kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;  

- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;  

- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya 

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi 

putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa 

Penuntut Umum dan Terdakwa;  

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; 

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; 

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

pengadilan; 

- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di 

Kepaniteraan. 
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- Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat 

yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya; 

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai 

catatan singkat tentang isinya; 

- Menyerahkan arsip berkas perkara/permohonan Grasi kepada Panitera 

Muda Hukum. 

 

9. Panitera Muda Hukum 

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

- Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas 

perkara; 

- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan 

yang berkaitan dengan transparansi perkara;  

- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;  

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.  

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

pengadilan; 

- Mengumpul, mengolah dan mengkaji data; 

- Menyajikan statistik perkara; 

- Menyusun laporan perkara; 

- Menyimpan arsip berkas perkara. 

 

10. Panitera Muda Khusus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)  

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara khusus Tindak Pidana Korupsi; 

- Pelaksanaan registrasi perkara khusus Tipikor;  

- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan 

pemberitahuan kepada termohon;  

- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan 

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 

- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan 

penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;  
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- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin 

penyitaan dari penyidik;  

- Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara 

kepailitan;  

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus 

dan diminutasi;  

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para 

pihak yang tidak hadir;  

- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, 

kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;  

- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;  

- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya 

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi 

putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;  

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa 

Penuntut Umum dan Terdakwa;  

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; 

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.  

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

pengadilan. 

- Pelaksanaan administrasi perkara dan mempersiapkan persidangan 

perkara Tipikor. 

- Penyerahan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya 

serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan. 

- Pengadministrasian berkas perkara yang dimohon Banding, 

Kasasi atau Peninjauan Kembali. 

- Pengadministrasian berkas permohonan Grasi. 

 

11. Panitera Muda Khusus Pengadilan Hubungan Industrial 

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara khusus Pengadilan Hubungan Industrial; 
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- Pelaksanaan registrasi perkara khusus Hubungan Industrial;  

- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan 

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan 

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 

- Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara 

kepailitan;  

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus 

dan diminutasi;  

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para 

pihak yang tidak hadir;  

- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, 

kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;  

- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;  

- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya 

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi 

putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;  

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para 

pihak;  

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan 

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; 

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.  

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

pengadilan. 

- Pelaksanaan administrasi perkara dan mempersiapkan persidangan 

perkara Hubungan Industrial. 

 

12. Panitera Pengganti 

- Panitera Pengganti membantu Hakim dalam persidangan perkara 

Perdata, Pidana, Tipikor serta PHI dan melaporkan kegiatan 

persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan. 
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13. Juru Sita 

- Juru Sita bertugas melaksanakan pemanggilan sidang perkara, 

pemberitahuan penetapan, pemberitahuan putusan, pemberitahuan 

pernyataan Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali, penyerahan 

memori / kontra memori, panggilan teguran aanmaning dan 

melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri, Ketua Majelis & Panitera. 

 

14. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, 

dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang 

dibreakdown menjadi uraian program kerja sebagai berikut:  

- Pelaksanaan penyusunan RKAKL dan data pendukung kelengkapan 

untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; 

- Pelaksanaan penyusunan pembinaan dan peningkatan SDM; 

- Penyusunan rancangan implementasi dan pemeliharaan sistem 

informasi dan peningkatan kualitas data yang tepat dan akurat; 

- Pelaksanaan dukungan layanan berkualitas kepada pengguna 

pengadilan 

- Pelaksanaan pembuatan laporan; 

- Pengadministrasian perangkat teknologi informasi dan server; 

- Pengelolaan Website Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus; 

- Menghimpun laporan dari masing-masing Bagian Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan; 

- Pelaksanaan data evaluasi dan laporan kegiatan. 

 

15. Sub Bagian kepegawaiaan, organisasi dan tata laksana 

- Pelaksanaan tugas dalam mengelola dan membina administrasi 

kepegawaian di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus; 

- Pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil; 

- Pengadministrasian usulan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, 

Karis/Karsu; 

- Pengadministrasian usulan kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala; 

- Pengadministrasian usulan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan 
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petunjuk pimpinan dan BAPERJAKAT; 

- Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 

- Pengelolaan daftar Bezetting pegawai; 

- Pengelolaan aplikasi KOMDANAS dan SIKEP; 

- Pelaksanaan Rapat/Tatap muka. 

 

16. Sub Bagian umum dan keuangan 

- Membuat gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang kehormatan 

Hakim AD HOC PHI dan TIPIKOR, uang makan, uang lembur, gaji ke-

13, Remunerasi dan pertanggungjawabannya; 

- Mengajukan UP/TUP dan penggantian UP/TUP ke KPPN sesuai 

dengan PMK No. 190/PMK.05/2012; 

- Membuat SPP menggunakan aplikasi SPM dan menyimpan back up 

datanya; 

- Menerima, membukukan, menyetorkan kepada Bank Persepsi, serta 

melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran PNBP kepada 

Sekretaris dan ke Korwil setiap bulan; 

- Menerima, menyimpan, membayar tagihan dan mempertanggung 

jawabkannya dengan cara menginput dalam aplikasi SILABI; 

- Memungut pajak baik itu PPN, PPH 21, PPH 22, PPH 23, dan 

melaporkannya ke kantor pajak paling lambat tanggal 14 setiap bulan; 

- Membuat LPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan 

melaporkannya kepada KPPN; 

- Membuat Laporan bulanan menggunakan aplikasi SAPLA dan 

mengajukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan paling lambat 7 hari 

kerja diawal bulan; 

- Membuat laporan realisasi anggaran dan melaporkannya ke KORWIL; 

- Membuat laporan TRIWULAN (PP No. 39 tahun 2006/aplikasi 

Bappenas) dan membuat laporan semester, tahunan (catatan atas 

laporan keuangan); 

- Membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

- Pengelolaan surat masuk/keluar; 

- Pengadaan ATK; 

- Pengelolaan Perpustakaan; 

- Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung 

kantor/rumah dinas; 
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- Keamanan kantor; 

- Membuat laporan Simak BMN. 

 

E. Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan informasi 

pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan 

evaluasi beberapa analisa kinerja guna peningkatan kinerja ditahun 

berikutnya. Adapun sistematika penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi 

organisasi. 

Bab II  Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 

yang bersangkutan. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

analisis capaian kinerja sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 

ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 
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telah dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran: 

1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker. 

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja 

tahun berikutnya. 

3. Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima oleh Satker). 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Visi dan Misi 

 

Visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus : "Terwujudnya 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang Agung" 

Penjelasan Per- Kata: 

1. Kata “Terwujudnya” merupakan sebuah keyakinan dalam meraih 

sesuatu yang berisi 3 (Tiga) hal pokok yaitu ekspektasi, afirmasi, dan 

sugesti. 

2. Kata “Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus” adalah 

representasi Lembaga Peradilan Indonesia di lingkungan Peradilan 

Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota 

Bandung. 

3. Kata “Agung” menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, 

kebesaran, kemuliaan, keluhuran, serta martabat dan wibawa. 

Arti keseluruhan Visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus adalah 

mewujudkan kondisi yang ideal suatu Badan Peradilan yang mampu 

menjadi wadah ekspektasi, afirmasi, dan sugesti setiap aparatur yang ada 

di dalamnya agar mampu menjadi pionir dalam mengadili dan memutuskan 

perkara yang berkeadilan untuk para pencari keadilan. Situasi seperti ini 

diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bandung 

Kelas IA Khusus dalam melaksanakan aktivitas kerja. 

Misi adalah sesuatu yang harus dicapai atau dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang telah 

ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus untuk mewujudkan visi tersebut antara lain : 
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Misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bandung 

Kelas IA Khusus. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bandung 

Kelas IA Khusus. 

 

B. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk 

menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong 

peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas. 

1. Tujuan Strategis 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis 

adalah sebagai berikut: 

1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. 

3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan. 

4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 
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2. Sasaran Strategis 

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas IA Khusus menetapkan sasaran strategis 

sebagai berikut: 

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal baik internal maupun eksternal. 

 

C. Ikhtisar Program/Kegiatan Pokok 

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai oleh 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam tahun 2015 – 2019. 

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas IA Khusus mempunyai program, sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan 

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian 

perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat 

terhadap peradilan. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 

IA Khusus dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum adalah : 

a. Penyelesaian Perkara 

b. Penyelesaian Sisa Perkara  

c. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat 

waktu. 

d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat 

waktu. 

e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan 

perkara. 

f. Meng-upload perkara ke website. 
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2) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya. 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan 

melaksanakan pengawasan yang berkualitas. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan 

Pelaksanaan dan partisipasi diklat, seminar, sosialisasi, mentoring, 

studi komparasi, rapat dan audiensi. 

b. Bimbingan Mental Pegawai melalui kegiatan keagamaan. 

c. Tindak lanjut pengaduan masyarakat 

d. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 

e. Pengawasan Bidang yang dilakukan secara rutin 

3) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung. 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan 

sarana dan prasarana agar dapat menunjang kinerja dan etos kerja 

aparatur peradilan. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan 

sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan 

tingkat pertama. 

 

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Tahun 

2018 berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka 

penggunaan anggaran tahun 2018. 

Hasil reviu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan 

dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA 

Khusus, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA 

Khusus Tahun 2018 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu 

yang akan dicapai Mahkamah Agung RI pada tahun 2018. 
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Perjanjian kinerja tahun 2018 telah disinkronkan dengan IKU tersebut 

serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tahun 2018 serta target 

yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah disesuaikan, maka 

dapat diperinci sebagai berikut: 

Tabel 1 
Target Kinerja Tahun 2018 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara 

10% 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
1) Banding 
2) Kasasi 

 
 

60% 
60% 

e. Persentase Perkara Pidana Anak 
yang Diselesaikan dengan diversi 

5% 

f. Indeks responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

86% 

2 Peningkatan efektifitas 
pengelolaan penyelesaian 
perkara 

a. Persentase penyelesaian 
minutasi perkara sesuai dengan 
jangka waktu yang ditentukan 

80% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

5% 

3 Meningkatnya akses 
peradilan bagi masyarakat 
miskin dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 

b. Persentase perkara permohonan 
(voluntair) identitas hukum 

100% 

c. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 

100% 

4 Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) 

20% 

5 Terwujudnya pelaksanaan 
pengawasan kinerja aparat 
peradilan secara optimal 
baik internal maupun 
eksternal 

a. Persentase pengaduan yang 
dapat ditindaklanjuti 

100% 

b. Persentase pengaduan yang 
selesai ditindaklanjuti dan 
dipublikasikan 

100% 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Tahun 2018 

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tahun 2018 

dihitung dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi 

masing-masing indikator kinerja sasaran. Perincian tingkat capaian kinerja 

masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% 99,90% 99,90% 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara 

10% 20,11% 201,10% 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
1) Banding 
2) Kasasi 
3) Peninjauan Kembali 

 
 

70% 
80% 
90% 

 
 

92,06% 
87,92% 
94,51% 

 
 

131,51% 
109,90% 
105,01% 

e. Persentase Perkara Pidana Anak 
yang Diselesaikan dengan diversi 

5% 15% 300% 

f. Indeks responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

85% 86,13% 101,33% 

2 Peningkatan 
efektifitas pengelolaan 
penyelesaian perkara 

a. Persentase penyelesaian minutasi 
perkara sesuai dengan jangka 
waktu yang ditentukan 

80% 97,95% 122,44% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

5% 7,27% 145,45% 

3 Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara permohonan 
(voluntair) identitas hukum 

100% 100% 100% 

c. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 

100% 100% 100% 

4 Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
putusan pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) 

20% 16,92% 84,62% 

5 Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan kinerja 
aparat peradilan 
secara optimal baik 
internal maupun 
eksternal 

a. Persentase pengaduan yang 
dapat ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 

b. Persentase pengaduan yang 
selesai ditindaklanjuti dan 
dipublikasikan 

100% 100% 100% 

RATA-RATA CAPAIAN 125,078% 

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap 

sasaran strategis: 

Sasaran 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus dalam memberikan peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, 

sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya proses 
peradilan yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 

b. Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% 99,90% 99,90% 

c. Persentase penurunan sisa 
perkara 

10% 20,11% 201,1% 

d. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum: 
1) Banding 
2) Kasasi 
3) Peninjauan Kembali 

 
 

70% 
80% 
90% 

 
 

92,06% 
87,92% 
94,51% 

 
 

131,51% 
109,90% 
105,01% 

e. Persentase Perkara Pidana Anak 
yang Diselesaikan dengan diversi 

5% 15% 300% 

f. Indeks responden pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

86% 86,13% 101,33% 

 

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut: 

Indikator kinerja ke-1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan 

jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang 

harus diselesaikan. 

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa 

perkara 2017 di tahun 2018. 

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode 

pelaporan dilakukan. 

Adapun capaian kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2017 di tahun 

2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
Indikator: Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan  

 
Indikator Kinerja 

 

Target 
 

Realisasi 
Capaian 

2018 2017 2016 

Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

Sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 726 perkara dan telah diputus 

sebanyak 726 perkara (100%), sehingga tidak menyisakan sisa perkara 

yang belum diputus atau nihil. Dengan demikian target capaian indikator ini 

yang ditetapkan 100% telah tercapai. 

Adapun rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2017 di tahun 2018 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
Indikator: Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan 

 

Jenis perkara 

 

Sisa 2017 

Sisa Perkara 

2017 yang 

Diputus 

Sisa Perkara 2017 

Yang Belum 

Diputus 

Perdata 281 281 - 

PHI 92 92 - 

Pidana 326 326 - 

Tipikor 27 27 - 

Jumlah 726 726 - 

 

Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator tahun-tahun 

sebelumnya, maka diperoleh deskripsi sebagaimana tabel di bawah ini: 

Grafik 1 
Perbandingan Capaian Kinerja 

Indikator: Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan 

 

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra yang ditetapkan, 

dimana target capaian setiap tahunnya ditetapkan 100%. Sehingga capaian 

kinerja tersebut telah memenuhi target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan peran 

hakim beserta panitera pengganti yang patuh terhadap pemenuhan target 

kinerja yang ditetapkan. 

Walaupun sumber daya hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus masih kurang, namun hal tersebut tidaklah 

menjadikan kendala bagi pencapaian target kinerja pada indikator ini. 
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Pencapaian target kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari peran 

pimpinan yang selalu melakukan monitoring penyelesaian perkara. 

 

Indikator kinerja ke-2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu. 

 

- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 

perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang 

diputus selama periode berjalan. 

- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka 

waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan 

Peradilan, yaitu 5 (lima) bulan sejak perkara diterima majelis hakim. 

Adapun capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di tahun 2018 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
Indikator: Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu 

 
 

 

Indikator Kinerja 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 

2018 2017 2016 

Persentase perkara yang diselesaikan 
 

tepat waktu 

 

100% 
 

99,90% 
 

99,90% 
 

100% 
 

98,61% 

 

Perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 2.296 perkara, sedangkan 

sisa perkara tahun 2017 yang belum diselesaikan sebanyak 726 perkara. 

Sehingga beban kerja pada tahun 2018 adalah harus menyelesaikan 

perkara sebanyak 3.022 perkara. 

Dari beban penyelesaian perkara sebanyak 3.022 perkara tersebut, telah 

diselesaikan sebanyak 2.442 perkara, dan menyisakan 580 perkara yang 

masih berjalan. Dan dari beban perkara tersebut terdapat 3 perkara perdata 

yang belum diputus atau diminutasi setelah melewati tenggang waktu 5 

(lima) bulan, sehingga target kinerja yang dicapai pada penyelesaian 

perkara tepat waktu tahun 2018 diperoleh sebesar 99,90%. 

Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator tahun-tahun 

sebelumnya, maka diperoleh deskripsi sebagaimana tabel di bawah ini: 
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Grafik 2 
Perbandingan Capaian Kinerja 

Indikator: Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 

 

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra yang ditetapkan, 

dimana target capaian setiap tahunnya ditetapkan 100%. Sehingga capaian 

kinerja tersebut tidak memenuhi target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini tidak mencapai target kinerja pada 

indikator ini dan menurun dari capaian kinerja tahun 2017, dikarenakan 

terdapat 3 perkara perdata yang terkendala pemeriksaannya dikarenakan 

permasalahan delegasi. Hal ini merupakan suatu kewajaran saja karena 

tidak terkait dengan peran hakim beserta panitera pengganti yang patuh 

terhadap pemenuhan target kinerja yang ditetapkan. 

Walaupun sumber daya hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus masih kurang, namun hal tersebut tidaklah 

menjadikan kendala bagi pencapaian target kinerja pada indikator ini. 

Pencapaian target kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari peran 

pimpinan yang selalu melakukan monitoring penyelesaian perkara. 

 

Indikator kinerja ke-3: Persentase penurunan sisa perkara. 

 

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa 

perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa 

perkara tahun sebelumnya. 

- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara 
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Adapun capaian kinerja penurunan sisa perkara di tahun 2018 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 6 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
Indikator: Persentase Penurunan Sisa Perkara 

 
 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

 

Realisasi 
Capaian 

2018 2017 2016 

 

Persentase penurunan sisa perkara 10% 
 

20,11% 
 

201,10% 
 

-17,48% 
 

66,47% 

 

Sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 726 perkara, perkara yang 

masuk di tahun 2018 sebanyak 2.296 perkara, jumlah beban perkara tahun 

2018 sebanyak 3.022 perkara. Perkara yang diputus tahun 2018 sebanyak 

2.442 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak 580 perkara. 

Dengan kata lain pengurangan 146 perkara tersebut equivalen dengan 

berkurang 20,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan 

demikian target capaian indikator ini yang ditetapkan 100% telah tercapai, 

dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. 

Keadaan sisa perkara perkara pada tahun 2015-2018 dapat dijelaskan 

sebagaimana tabel dan grafik berikut: 

Tabel 7 

Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2015 – 2018 
 

 
No 

 
Tahun 

Sisa 
Tahun 
Lalu 

Masuk 

Perkara 

Jumlah 
Beban 

Perkara 

 
Putus 

Sisa 

Akhir 

Sisa vs 
Beban 

(%) 

1 2015 671 2.496 3.167 2.505 662 20,90 

2 2016 662 2.319 2.981 2.363 618 20,73 

3 2017 618 2.370 2.988 2.262 726 24,30 

4 2018 726 2.296 3.022 2.442 580 19,19 

 

Grafik 3 

Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2015 – 2018 
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Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator tahun-tahun 

sebelumnya, maka diperoleh deskripsi sebagaimana tabel di bawah ini: 

Grafik 4 
Perbandingan Capaian Kinerja 

Indikator: Penurunan Sisa Perkara 

 

 

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra yang ditetapkan, 

dimana target capaian setiap tahunnya ditetapkan 10%. Sehingga capaian 

kinerja tersebut telah memenuhi target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan peran 

hakim beserta panitera pengganti yang patuh terhadap pemenuhan target 

kinerja yang ditetapkan. 

Walaupun sumber daya hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus masih kurang, namun hal tersebut tidaklah 

menjadikan kendala bagi pencapaian target kinerja pada indikator ini. 

Pencapaian target kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari peran 

pimpinan yang selalu melakukan monitoring penyelesaian perkara. 

 
 

Indikator kinerja ke-4: Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum 

 

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 

perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum dengan jumlah putusan perkara. 

- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas 

putusan pengadilan. 
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- Adapun capaian kinerja penurunan sisa perkara di tahun 2018 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 8 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
Indikator: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

 
 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

 

Realisasi 
Capaian 

 

2018 
 

2017 
 

2016 

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Tingkat Banding 70% 92,06% 131,51% 129,66% 127,38% 

Tingkat Kasasi 80% 87,92% 109,90% 110,25% 108,76% 

Tingkat Peninjauan kembali 90% 94,51% 105,01% 107,48% 107,44% 

 

Analisis Capaian sebagai berikut: 

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding: 

Sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 rerata capaian kinerja pencari 

keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 

129,52%. 

Perkara yang diputus Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus 

tahun 2018 sebanyak 2.442 perkara dan yang mengajukan upaya 

hukum banding tahun 2018 sebanyak 194 perkara, maka yang tidak 

melakukan upaya hukum banding sebanyak 2.248 perkara atau 

92,06%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum pada tingkat banding di tahun 2018 adalah 

sebesar 131,51%. Dengan demikian target capaian indikator ini yang 

ditetapkan 100% telah tercapai, dan bahkan melebihi target yang 

ditetapkan. 

Dengan Pencapaian target kinerja tersebut, maka dapat dihitung rasio 

produktifitas memutus perkara pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 

IA Khusus sebesar 80,81%. 

Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

dideskripsikan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 9 

Data Perkara Tidak Mengajukan Banding Periode 2015 – 2018 
 

 
No 

 
Tahun 

 
Perkara Putus 

 
Banding 

 
Tidak Banding 

 
Presentase Tidak Banding 

1 2015 2.505 285 

3.167 

2.220 

662 

88,62% 

2 2016 2.363 256 

2.981 

2.107 

618 

89,17% 

3 2017 2.262 209 

2.988 

2.053 

726 

90,67% 

4 2018 2.442 194 

3.022 

2.248 

580 

92,06% 
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Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra telah menetapkan 

target capaian pada indikator ini sebesar 70%. Sehingga capaian kinerja 

tersebut telah memenuhi target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan 

peran hakim yang memiliki integritas dan mandiri terhadap pemeriksaan 

perkara, sehingga pemenuhan target kinerja yang ditetapkan dapat 

dicapai dengan baik. 

Walaupun sumber daya hakim dan panitera pengganti di Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas IA Khusus masih kurang, namun hal tersebut 

tidaklah menjadikan kendala bagi pencapaian target kinerja pada 

indikator ini. 

Pencapaian target kinerja indikator ini tidak terlepas dari peran pimpinan 

yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara. 

 

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi: 

Sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 rerata capaian kinerja pencari 

keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 109,64%. 

Perkara yang diputus Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus 

tahun 2018 sebanyak 2.442 perkara dan yang mengajukan upaya 

hukum kasasi tahun 2018 sebanyak 295 perkara, maka yang tidak 

melakukan upaya hukum kasasi sebanyak 2.147 perkara atau 87,92%, 

sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum pada tingkat kasasi di tahun 2018 adalah sebesar 109,90%. 

Dengan demikian target capaian indikator ini yang ditetapkan 100% telah 

tercapai, dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. 

Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

dideskripsikan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 10 

Data Perkara Tidak Mengajukan Kasasi Periode 2015 – 2018 
 

 
No 

 
Tahun 

 
Perkara Putus 

 
Kasasi 

 
Tidak Kasasi 

 
Presentase Tidak Kasasi 

1 2015 2.505 180 

3.167 

2.325 

662 

92,81% 

2 2016 2.363 307 

2.981 

2.056 

618 

87,01% 

3 2017 2.262 267 

2.988 

1.995 

726 

88,20% 

4 2018 2.442 295 

3.022 

2.147 

580 

87,92% 
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Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra telah menetapkan 

target capaian pada indikator ini sebesar 80%. Sehingga capaian kinerja 

tersebut telah memenuhi target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan 

peran hakim yang memiliki integritas dan mandiri terhadap pemeriksaan 

perkara, sehingga pemenuhan target kinerja yang ditetapkan dapat 

dicapai dengan baik. 

Walaupun sumber daya hakim dan panitera pengganti di Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas IA Khusus masih kurang, namun hal tersebut 

tidaklah menjadikan kendala bagi pencapaian target kinerja pada 

indikator ini. 

Pencapaian target kinerja indikator ini tidak terlepas dari peran pimpinan 

yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara. 

 

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali: 

Sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 rerata capaian kinerja pencari 

keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 106,64%. 

Perkara yang diputus Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus 

tahun 2018 sebanyak 2.442 perkara dan yang mengajukan upaya 

hukum peninjauan kembali tahun 2018 sebanyak 134 perkara, maka 

yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 

2.308 perkara atau 94,51%, sehingga capaian kinerja pada perkara 

yang tidak mengajukan upaya hukum pada tingkat kasasi di tahun 2018 

adalah sebesar 105,01%. Dengan demikian target capaian indikator ini 

yang ditetapkan 100% telah tercapai, dan bahkan melebihi target yang 

ditetapkan. 

Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

dideskripsikan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 11 

Data Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali 

Periode 2015 – 2018 
 

 
No 

 
Tahun 

 
Perkara Putus 

 
PK 

 
Tidak PK 

 
Presentase Tidak PK 

1 2015 2.505 68 

3.167 

2.437 

662 

97,29% 

2 2016 2.363 78 

2.981 

2.285 

618 

96,70% 

3 2017 2.262 74 

2.988 

2.188 

726 

96,73% 

4 2018 2.442 134 

3.022 

2.308 

580 

94,51% 



Halaman | 33 
 

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra telah menetapkan 

target capaian pada indikator ini sebesar 90%. Sehingga capaian kinerja 

tersebut telah memenuhi target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan 

peran hakim yang memiliki integritas dan mandiri terhadap pemeriksaan 

perkara, sehingga pemenuhan target kinerja yang ditetapkan dapat 

dicapai dengan baik. 

Walaupun sumber daya hakim dan panitera pengganti di Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas IA Khusus masih kurang, namun hal tersebut 

tidaklah menjadikan kendala bagi pencapaian target kinerja pada 

indikator ini. 

Pencapaian target kinerja indikator ini tidak terlepas dari peran pimpinan 

yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara. 

 

Indikator kinerja ke-5: Persentase perkara pidana anak yang 

diselesaikan dengan diversi 

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah 

perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi 

dengan jumlah perkara pidana anak. 

Tabel 12 

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 
 

 

 

Indikator Kinerja 

 

 

Target 

 

 

Realisasi 
Capaian 

 

2018 
 

2017 
 

2016 

Persentase perkara pidana anak 
yang diselesaikan dengan diversi 

 

5% 
 

15% 
 

300% 
 

175% 
 

125% 

 

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut 

dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 

tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun 

pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan 

tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak 
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didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di 

bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat 

dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). 

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan 

sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. 

Tabel 13 

Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2018 
 

 

No 
 

Perkara 
 

Jumlah 

1. Sisa 2017 1 

2. Masuk 2018 40 

3. Putus 2018 35 

4. Banding 5 

5. Kasasi 2 

6. Peninjauan Kembali - 

 

Tabel 14 

Perkara Pidana Khusus Anak yang diselesaikan secara Diversi  

Tahun 2018 
 

No Perkara Jumlah 

1. Diversi Berhasil 6 

2. Diversi Gagal 35 

3. Diversi (masih dalam proses) - 

 

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2018 sebanyak 40 perkara, 

jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 6 perkara 

(tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang 

dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat 

didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan 

dengan diversi sebesar 15% dengan capaian sebesar 300%.  

Berikut perbandingan kinerja indikator ini dengan tahun-tahun sebelumnya, 

maka diperoleh deskripsi sebagaimana tabel di bawah ini: 
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Grafik 5 

Perbandingan Capaian Kinerja 

Perkara Pidana Khusus Anak yang diselesaikan secara Diversi  

 

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra telah menetapkan 

target capaian pada indikator ini sebesar 5%. Sehingga capaian kinerja 

tersebut telah memenuhi target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Disamping keberhasilan pencapaian target tersebut, kendala yang dihadapi 

dalam pencapaian target keberhasilan diversi dikarenakan tidak tercapainya 

kesepakatan antara korban dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), 

sehingga proses pengadilan anak tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan 

di dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Sumber daya hakim di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah 

memiliki sertifikasi Hakim Anak, namun penentuan keberhasilan diversi ini 

lebih ditentukan oleh kesepakatan antara korban dan anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH). 

Agar target ini dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan program atau 

kegiatan untuk mensosialisasikan diversi sebagai upaya penyelesaian bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). 

 

Indikator kinerja ke-6: Indeks responden pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan 

masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. 
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Tabel 15 

Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan 
Peradilan 

 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 

2018 2017 2016 

Indeks Responden Pencari Keadilan 

yang puas terhadap Layanan Peradilan 

 

85% 
 

86,13% 
 

101,33% 
 

101,14% 
 

100,28% 

 

Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan masih menggunakan Peraturan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penggunaan pengukuran dengan 

menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi. 

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi: 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 
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6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

 

Hasil surveinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 16 

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada  

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus 
 

 

No 
 

Ruang Lingkup 
Indeks Rata- 

Rata 

 

Konversi 
 

Kualitas 

1 Persyaratan 3,487 87,175 Sangat Baik 

2 Prosedur 2,987 74,675 Baik 

3 Waktu Pelayanan 3,500 87,500 Sangat Baik 

4 Biaya/Tarif 3,473 86,825 Sangat Baik 
 

5 
Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 

3,493 87,325 Sangat Baik 

6 Kompetensi Pelaksana 3,500 87,500 Sangat Baik 

7 Perilaku Pelaksana 3,520 88,000 Sangat Baik 

8 Maklumat Pelayanan 3,420 85,500 Sangat Baik 

 
9 

Penanganan 

Pengaduan, Saran dan 

Masukan 

3,520 88,000 Sangat Baik 

Rata-Rata Hasil Survei 3,43
33 

86,133 Sangat Baik 
 

Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 85% dari hasil survei 

yang dilakukan.  

 
 

Sasaran 2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus dalam peningkatan efektivitas pengelolaan 

penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana 

digambarkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 17 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

2 Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase penyelesaian 

minutasi perkara sesuai 

dengan jangka waktu yang 

ditentukan 

80% 97,95% 122,44% 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

5% 7,27% 145,45% 

 

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut: 

Indikator kinerja ke-1: Persentase penyelesaian minutasi perkara 

sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan 

- Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu 

yang ditentukan adalah perbandingan jumlah perkara yang telah 

diputus dan diminutasi tepat waktu dengan jumlah perkara yang telah 

diputus. 

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian minutasi 

perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan di tahun 2018. 

Adapun capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di tahun 2018 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 18 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 
Indikator: Persentase Minutasi Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu 

 
 

 

Indikator Kinerja 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 

2018 2017 2016 

Persentase penyelesaian minutasi 
perkara sesuai dengan jangka waktu 
yang ditentukan 

 

80% 
 

97,95% 
 

122,44% 
 

103,68% 
 

98,61% 

 

Perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 2.296 perkara, sedangkan 

sisa perkara tahun 2017 yang belum diselesaikan sebanyak 726 perkara. 

Sehingga beban kerja pada tahun 2018 adalah harus menyelesaikan 

perkara sebanyak 3.022 perkara. 

Dari beban penyelesaian perkara sebanyak 3.022 perkara tersebut, telah 

diselesaikan sebanyak 2.442 perkara, dengan jumlah perkara yang telah 

diminutasi sebanyak 2.392 perkara, dan menyisakan 50 perkara yang 
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putus tetapi belum diminutasi. Sehingga target kinerja yang dicapai pada 

penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2018 diperoleh sebesar 97,95%. 

Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator tahun-tahun 

sebelumnya, maka diperoleh deskripsi sebagaimana tabel di bawah ini: 

Grafik 6 
Perbandingan Capaian Kinerja 

Indikator: Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu 

 

Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra yang ditetapkan, 

dimana target capaian setiap tahunnya ditetapkan 100%. Sehingga capaian 

kinerja tersebut telah memenuhi target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini tidak mencapai target kinerja pada 

indikator ini dan menurun dari capaian kinerja tahun 2017, dikarenakan 

terdapat 50 perkara yang terkendala minutasinya dikarenakan volume 

pekerjaan yang melebihi kapasitas. Hal ini merupakan suatu kewajaran saja 

karena tidak terkait dengan peran hakim beserta panitera pengganti yang 

patuh terhadap pemenuhan target kinerja yang ditetapkan. 

Jumlah sumber daya hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus menjadi kendala menjadikan kendala bagi 

pencapaian target kinerja pada indikator ini. Karena dalam hal untuk 

mengejar target capaian yang ditetapkan tersebut, hakim dapat melakukan 

pemeriksaan persidangan hingga malam hari. 

Pencapaian target kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari peran 

pimpinan yang selalu melakukan monitoring penyelesaian perkara. 
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Indikator kinerja ke-2: Persentase penyelesaian perkara melalui 

Mediasi 

- Persentase penyelesaian perkara mediasi adalah perbandingan jumlah 

penyelesaian perkara yang dicapai dengan cara perdamaian melalui 

mediasi dengan jumlah perkara yang masuk. 

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara 

melalui mediasi di tahun 2018. 

Adapun capaian kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi di tahun 

2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 19 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 
Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi 

 
 

 

Indikator Kinerja 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 

2018 2017 2016 

Persentase penyelesaian perkara 
melalui Mediasi 

 

5% 
 

7,27% 
 

145,45% 
 

60,00% 
 

98,61% 

 

Perkara perdata yang yang dilakukan mediasi pada tahun 2018 sebanyak 

330 perkara, telah diselesaikan dengan perdamaian melalui mediasi 

sebanyak 24 perkara, tidak tercapa perdamaian sebanyak 304 perkara, 

dan menyisakan 2 perkara yang masih dalam proses mediasi. Sehingga 

target kinerja yang dicapai pada penyelesaian perkara melalui mediasi 

tahun 2018 diperoleh sebesar 145,45%. 

Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator tahun-tahun 

sebelumnya, maka diperoleh deskripsi sebagaimana tabel di bawah ini: 

Grafik 7 
Perbandingan Capaian Kinerja 

Indikator: Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi 
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Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-4 dalam Renstra yang ditetapkan, 

dimana target capaian setiap tahunnya ditetapkan 5%. Sehingga capaian 

kinerja tersebut telah memenuhi target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini telah mencapai target kinerja pada 

indikator ini dan meningkat secara signifikan disbanding capaian kinerja 

tahun 2017.  

Hal ini merupakan keberhasilan yang tidak terlepas dari peran mediator 

dalam memediasi para pihak yang berperkara sehingga tercapainya target 

kinerja yang ditetapkan. 

Kendala yang dihadapi dalam indikator ini adalah keberadaan mediator yang 

bukan hakim di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berfungsi 

optimal. Karena para pihak menghindari kewajiban untuk membayar biaya 

mediator. 

Pencapaian target kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari peran 

pimpinan yang selalu melakukan monitoring jalannya mediasi. 

 

 

B. Akuntabilitas Keuangan 

KEUANGAN PERKARA PERDATA 

• Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara 

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khususjuga mengelola uang titipan dari pihak-pihak 

yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan 

uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk 

membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara 

mereka sendiri. 

• Uang Panjar Biaya Perkara 

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan 

gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / 

penyelesaian perkara mereka di Pengadilan. Pada Dasarnya biaya 

perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu 

dibebankan kepada penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah 

yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru 

diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. 
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Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses 

persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses 

sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara 

perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het 

Herzien Inlands Reglemen, Staadblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R. 

Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en 

Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 

Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam keputusan 

Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 

September 2009. 

1) Biaya Perkara 

2) Biaya Eksekusi 

3) Biaya Konsinyasi 

4) Titipan Pidana dan Lain-lain 

1. Keuangan Perkara Perdata 

a. Saldo tahun lalu  ............................................. Rp. 3.523.736.858,36  

b. Masuk tahun 2017  .......................................... Rp. 4.355.729.000,00  

c. Keluar tahun 2017  ......................................... Rp. 4.297.493.000,00  

d. Saldo tahun 2017  ........................................... Rp. 3.581.972.358,36 

2. Keuangan Perdata Eksekusi 

a. Saldo tahun lalu  ............................................. Rp. 10.474.079.229,63  

b. Masuk tahun 2018  .......................................... Rp. 5.557.576.760,00  

c. Keluar tahun 2018  ......................................... Rp. 3.785.861.000,00  

d. Saldo tahun 2018  ........................................... Rp. 12.245.794.989,63 

3. Keuangan Perkara Konsinyasi 

a. Saldo tahun lalu  ............................................. Rp. 4.758.832.093,01  

b. Masuk tahun 2018  .......................................... Rp. 3216.242.613,00  

c. Keluar tahun 2018  ......................................... Rp. 201.885.000,00  

d. Saldo tahun 2018  ........................................... Rp. 7.773.189.706,01 

4. Keuangan Perkara Non Perdata 

a. Pidana  ............................................................ Rp. 218.234.072,00  

b. Tipikor  ............................................................ Rp. 100.000.000,00  

c. Jasa Giro  ........................................................ Rp. 0,00 

d. Saldo tahun 2018  ........................................... Rp. 318.234.072,00 

SALDO BUKU  ................................................... Rp. 23.949.191.126,00 
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai 

target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari : 

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, 

Belanja Barang, dan Belanja Modal yang berjumlah Rp . 

31.375.454.000,00 

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang yang 

berjumlah Rp. 1.693.301.000,00 

Adapun relisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 

2018 seperti gambar dibawah ini: 

Grafik 8 
Realisasi Anggaran DIPA 097514 

 

 

Relisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 

tersebut seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 20 
Realisasi Anggaran DIPA 097514 

URAIAN 
JUMLAH 

DIPA (01) 097514 Tahun 2018 Rp. 31.375.454.000,- 

TOTAL BELANJA S.D. 31 

DESEMBER 2018 

Rp. 29.203.948.869,- 

- Belanja Pegawai Rp. 26.086.205.040,- 

- Belanja Barang Rp. 2.590.438.429,- 

- Belanja Modal Rp. 527.305.400,- 

SISA ANGGARAN Rp. 2.290.193.531,- 
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Adapun relisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 

2018 seperti gambar dibawah ini: 

Grafik 9 
Realisasi Anggaran DIPA 099068 

 
 

Relisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 

tersebut seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 21 
Realisasi Anggaran DIPA 099068 

URAIAN JUMLAH 

DIPA (03) 099068 tahun 2018 Rp. 1.693.301.000,- 

TOTAL BELANJA S.D. 31 
DESEMBER 2018 

Rp. 1.690.710.225,- 

SISA ANGGARAN Rp. 2.590.775,- 

 
Berdasarkan pelaksanaan realisasi belanja tersebut seperti tabel dibawah ini: 

Grafik 10 
Realisasi Anggaran DIPA 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A.  KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Tahun 

2018 merupakan gambaran capaian kinerja atas target dari Renstra 

tahun 2015 – 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 

2018 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 

IA Khusus sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat 

dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan 

pengelolaan perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan 

pengawasan. 

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tahun 2018 

berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk 

mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di pengadilan. 

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin 

lengkap. Penyajian informasi yang menggunakan media website dan 

sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung 

yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) atau Case Tracking System (SIPP). 

Untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan tugas dan menunjang 

peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus 

diperlukan: 

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan 

formasi yang dibutuhkan 

2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan. 

Adapun keberhasilan dan kendala atau hambatan dalam percapaian 

kinerja di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tahun 2018 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Keberhasilan 

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang 

ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang 

terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari 
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telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh 

suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan 

pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus 

pada tahun 2018 adalah: 

▪ Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun 

administrasi telah berhasil dengan baik. 

▪ Penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan di tahun 

2018 mencapai target 100%. 

▪ Penurunan sisa perkara di tahun 2018 ditargetkan berkurang 10% 

dari sisa perkara tahun 2017. Dalam prakteknya penurunan sisa 

perkara mencapai 20,11% sehingga pencapaian kinerja pada 

indikator ini mencapai 201,10%. 

▪ Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding mencapai 

92,06% dari 70% yang ditargetkan. Sehingga pencapaian indikator 

ini mencapai 131,51%. Perkara yang tidak melakukan upaya 

hukum kasasi yang ditargetkan 80% ternyata dapat dicapai dengan 

capaian 87,92% atau memenuhi capaian sebesar 109,90%. 

Begitupun dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali yang ditargetkan sebesar 90% dapat dicapai 

dengan realisasi 94,51% atau mencapai target sebesar 105,01%. 

▪ Keberhasilan diversi pada penyelesaian perkara anak menargetkan 

sebesar 5% dari jumlah perkara anak yang diperiksa. Realisasi 

keberhasilan diversi sebesar 15% atau memenuhi target sebesar 

300%. 

▪ Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai oleh Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus sebesar 86,13% dari nilai yang 

ditargetkan sebesar 85%. Dengan demikian capaian keberhasilan 

indikator ini sebesar 101,33%. 

▪ Minutasi perkara tepat waktu ditargetkan sebesar 80% dari perkara 

yang diputus. Dan target  

▪ Penyelesaian perkara pada tahun 2018 pada prinsipnya telah 

berjalan dengan baik. Presentase penyelesaian perkara mencapai 

99,90% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. 

▪ Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri 

Bandung Kelas IA Khusus tahun 2018 pada umumnya sudah 

berjalan dengan baik dan telah mencapai target. 

▪ Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Sosialisasi 

penggunaan anggaran 2018, Sosialisasi Renstra, LKJIP, IKU dan 



Halaman | 47 
 

SAKIP, Sosialisasi Tugas Bagian Perencanaan teknologi Informasi 

dan Pelaporan, Pelatihan pengisian dokumen elektronik upaya 

hukum kasasi dan PK, Pelatihan pengisian SIPP (input perkara), 

Sosialisasi pemaparan SOP dan IKA, Sosialisasi customer service 

dan customer focus, Pelatihan Internal Audit, Sosialisasi Perma 

Nomor 7, 8, 9 Tahun 2016, Sosialisasi dan pelatihan SIWAS MARI 

dan SIPP telah dilaksanakan pelatihan pengisian SIPP yang 

dipaparkan dalam pertemuan rutin bulanan sehingga dapat terlihat 

bagi yang tidak mengisi kolom-kolom yang tersedia. 

▪ Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai 

pengawasan yang berkualitas sudah tercapai. 

▪ Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk 

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah 

memenuhi target. 

▪ Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung 

tugas pada tahun 2018 ini telah terealisasi. 

Dari seluruh pencapaian indikator-indikator pada sasaran strategis 

yang ditetapkan. Diperoleh rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan 

Negeri Bandung Kelas IA Khusus secara keseluruhan sebesar 

125,08%. 

 

2. Ketidakberhasilan 

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, 

terdapat pada 1 (satu) indikator sasaran kinerja yaitu : 

- Presentasi putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), 

dengan indikator sasaran persentase perkara yang dieksekusi 

hanya teralisasi 16,92%, sedangkan target yang telah ditetapkan 

20%. Sehingga nilai capaian dari indikator ini sebesar 84,62%. 

 

3. Kendala atau Hambatan 

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang 

dapat menghambat proses pelaksanaannya, terutama dalam hal 

eksekusi perkara perdata antara lain: 

- Adanya bantahan/perlawanan terhadap perkara yang dimohonkan 
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eksekusi  

- Adanya putusan yang saling berlawanan dengan putusan yang 

dimohonkan eksekusi. 

- Adanya pemohon eksekusi yang tidak menindaklanjuti permohonan 

eksekusinya. 

 

4. Langkah strategis tahun 2019 

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus akan 

menempuh langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dengan cara: 

- Tetap memperhatikan asas kehati-hatian dalam pelaksanaan 

eksekusi 

- Memberikan peringatan kepada Pemohon Eksekusi yang tidak 

menindaklanjuti permohonan eksekusinya dengan ancaman dapat 

digugurkan atau dicoret dari register eksekusi, sehingga tidak 

menjadi tunggakan penyelesaian eksekusi. 

 

B. SARAN-SARAN 

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan 

keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran 

untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas adalah : 

- Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan 

Pembangunan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi, sebagai 

instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, 

menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas 

IA Khusus sesuai dengan core bussines dari tugas dan fungsinya dan 

keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan penyelesaian 

perkara. 

- Capaian sasaran dalam LKJIP tahun 2018 ini sebagai masukan dalam 

proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 

berikutnya. 
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